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BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR >1:' TAHUN 2007
 

TENTANG
 

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
 

BUPATILAMPUNGSELATAN 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 10 Tabun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa (APBDes) perlu diatur dengan Peraturan Bupati 

b.bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas 
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung 
Selatan. 

Mengingat : I.	 Undang- Undang Nomor 28 Tabun 1959, tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun 1956, Undang-Undang 
Deruret Nemer 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 
06 Tabun 1956 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II termasuk 
Kotapraja dalam lingkungan Daerab Tingkat 1 Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang. 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaru Talnm 2004 
Nomor 53, Tambabun Lemharan Negera Nomor 4389). 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 125 tambaban Lembaraa Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ). 

4.	 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 
Taboo 2005 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 32 
Tabun 2004 tentang Pemerintaban Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambaban Lembaran 
Negam Republik Indonesia Nemer 4439 ), yang telab ditetapkan 
denganUndang-Undang Nomor 08 Tabun 2005 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 108, Tambabun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ). 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 158 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 

6. Pcraturan Daerah Kabupaten Lampung Seleren Nomor 10 Tahun 
2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
(Lemharan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 
Tabun 2006). 
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MEMUTUSKAN
 

Menetapkan PERATliRAN BliPATI LAMPliNG SELATAN TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

a	 Daerah adalah kesaruan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah 

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyerakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam lkatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b.	 Pemerintab Daerah adalab Kepala Daerab beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

c.	 Bupati adalab Bupati Lampung Selatan 

d.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Sclatan Nomor 10 Talmn 

2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

e.	 Carnal adalah sebagai Perangkat Daerab Kabupaten Lampung Selatan 

f.	 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hokum yang rnemiliki batas-batas wilayab yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempar, berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati d.alam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

g.	 Kepala Desa adalab Kepala Desa daIarn Kabupaten Larnpung Selatan, 

h.	 Badan Pennusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya 

disingkar BPD, adalab lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalarn 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

1.	 Anggaran Pendapataa dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalab 

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintab Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAH II
 
TUmAN DAN SASARAN
 

Pasal2
 

Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meneerminkan 

administrasi keuangan yang baik di Desa. 
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Pasal3 

(1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerinrah Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengaturan sistem keuangan 

desa yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). 

(2) Untuk	 menertibkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Desa yang 

dilakukan oJeh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, 

BABill
 
TATA CARA PENYUSUNAN APBDes
 

Pasal4 

(1)	 APBDes disusun dan ditctapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa. 

(2)	 APBDes disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD 

Kabupaten. 

(3)	 APBDes terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(4)	 APBDes dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang 

diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan dan saran BPI). 

(5)	 Pengelolaan APBDes meiiputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha 

kcuangan, perubahan serta perhitungan anggararn. 

(6)	 Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada BPD paling lambat 2 (dua) bula.n setelah herakhimya Tahun Anggaran 

(7)	 Taboo Anggaran dimuiai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan 

Dcsembcr. 

(8)	 Penyusunan APBDes didasarkan pada pedoman penyusunan APBDes yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kahupaten Lampung Selalan setiap 

menjelang Tahun Anggaran. 

(9)	 Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(10) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 9 terdiri dari : 

a.	 Pendapatan Ash Dcsa (PADesa); 

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 

(:. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 

d.	 Alokasi Dana Desa (ADD); 

e.	 Bantuan Keusngan dati Pemerintah, Pemerintah Provtnsi, Pemerintah 

Kabupaten dan Dcse Iainnya; 

f.	 Hibah; 

g.	 Sumbangan Pihak Keriga 
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(11) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekerring desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. 

(12) Belanja Desa sebagaimana pacta ayat 11 terdiri dari : 

a.	 Belanja Langsung terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Jasa dan 

Belanja Modal 

b.	 Belanja Tidak Langsung terdiri dari, Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, 

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan 

Keuangan dan Belanja tak Terduga, 

(13)	 Pembiayaan adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembeli dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

(14) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 13 terdiri dari : 

a.	 Penerimaan Pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) tahun sebelumrrya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan 

kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman. 

D.	 Pengeluaran Pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan, 

penyertaan modal desa dan pemhayaraan utang. 

PasalS 

Format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (.A&PBDes) sebegaimana 

tercantum dalam lampiran I dan II Pernturan mi. 

BAD IV
 
PENUTUP
 

Pa.al6 

Hal-hal yang belum dianzr dalam Peraruran Bupati ini sepanjang mengenar 

pelaksanaan akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Bupafi. 
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Pasal7 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan mi
 

dengan penempatnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 

Ditetapkan di Kllli.nd. 
pada tanggal 2007 

?;:BDfAtI LAMpUNG SELAT 

Hi. ZULKIFLI ANWAR 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 10 .-i\ ' 2007 

SEKRETAIUS DAERAH 
kABUPATENL~~PUNGSELATAN 

. 
J ~ - 

.Pr.. Hl._JMALlKI 
Pembina Utafua Muda 
NIP. 010 079 089 

BEiuTA rlAkRAH KAIIUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN2007 NOMOR 

PARAF KpORDINAS I 
1. SEKWILDA ~ 
Z ASISTEN ! 17 
3. I 

5. 

6. • 

;1 BA6IAN HUKUf(;' J: 
I
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Lampiran I	 Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor ~D. Tahun 2007 
Taogga' (0 -II - 2007 

PERATURAN DESA	 . 

KECAMATAN	 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 
TAHUN ANGGARAN .
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

KEPALA DESA	 .
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa yang mampu 

melaksanakan tugas dibidang pemeriruahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan perlu adanya usaha untuk menggali 

dan menetapkan Anggarao Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka 

perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa 

Mengingar 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1956, Tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang 

Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 

1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota 

Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatcra Sclatan 

sebagai Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 

3. Undang-Undang	 Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinrahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor 

125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437). 

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 4438). 
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5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

jenis dan bentuk Produk Hokum Daerah. 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang 

ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah. 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 29 Tahuo 2006 Tentang 

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 

Desa. 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nemer 10 Tahun 

2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

(Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun 2006 

Nomor 10). 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Peraogkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 

Nomor II). 

II.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Alnkasi Dana Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 10). 
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Dengan persetujuan bersarna 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 

KEPALA DESA	 . 

MEMUTUSKAN
 

Mend.plutn: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal t 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

a.	 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki baras-baras wiJayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan ruasyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadaf setempat yang diakui dan dihormati dalam Sisrem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b.	 Badan Pertnusyawaratan Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjumya 

disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

c.	 Pemcrintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Dcsa dan Baden Pennusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati da1am sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

e.	 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Desa dalam memberdayekan masyarakat di Desa. 

f.	 Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adaIah 

rencana keuangan tehunan pernerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersarna 

oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditctapkan dengan Peraturao Desa, 

g.	 Sumber Pendapatau Desa merupukan selah sutu earn dalam upaya 

membcrdayakaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya-guna dan 

berhasil-guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan dinamika 

masyarakat. 



BAB II
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 

Pasal2
 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut tahun Angggaran
 

........... adalah sebesar Rp ( ) 

1. PENDAPATAN Rp .. 

2. BELANJA Rp . 

3. PEMBIAYAAN Rp . 

Rp .. 

Pasai 3 

(1) Rinclan Iebih lanjut mengenat Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraruran Desa ini. 

(2)	 Rincian lebih Ianjut mengenai Belanja Rutin adalah sebagaimana tcrcanrum 

dalam Lampiran II Peraturan Desa mi. 

(3) Rincian Iebih lanjut mengenai Belanja Pembangunan adalah sebagaimana 

tereantum dalam Lampiran HI Peraturan Desa ini. 

Pasai4 

Rincian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang 

tidak dapar dipisahkan dari Peraturan Desa. 

RAB 111 
KETENnJA.N LAIN 

Pasal 5 

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Kcpala Desa sepanjang mengcnai Peraturan Pelaksanaannya. 
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BABIV
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal e 

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah... Kabupaten Lampung
 

Selatan.
 

Ditetapkan di 
pacta tan.ga1 200 

KEPAT.A DESA.... 

(NAMA JELASl 

PERSETllJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
NOMOR 
TANGGAL 
Diundangkan di 
pada tan ggal 

. .. 
. .. .. 
. . .. 

. 
. 

SEKRETARlS DESA .. 

(NAMA JELAS) 
Nip .. 

Berita Daerah NOMOR TAHUN .. 

5. I 
6. 

Hi. ZULKIFLIANWAR 

[7. BABIAN HU~ur.l i . 
/
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Lampiran II Peraturan Desa tentang APBDes
.' WiSJ'Nomor : a~ ~ . 

Tanggal : .J!J:..\.\:.1OJi.1.:•.... 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA••••••..•.•••.••••••••••KECAMATAN•••••••••••• 0 0 ••• 

TAHUN ANGGARAN..... 

1.1.2. 
1.1.2.1 
1.t.2.U 
1.1.2.1.2 

1.1.2.2 
1.1.2.3 
U.2.4 
U.2.5 

I1.1.2.6 Pelelangan lkan yang dikelola Desa 
Lain-lainKekayaanMilik DcsaI 1.1.2.7 

1.1.2.8 Dst.	 . 

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 

I U.3.1 I Dst... . 

12l 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa: 
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa: (*) 
Hasil Pengelolaan Kebun Dose 
Dst . 

I Pasar Dcae 
Pasar Hewan 
Tambatan Perahu 

I Bangunan Desa 

TahuD 
Sebelumnva 

(3) 

I I 

Tahun 
Berjalan 

141 

KET 

i LI,4 f HasiI Ontong Royong 
1.1.4.1 DsL	 .. 

1.1.5 Lain-lain Pendaperan AsH Dcsayang seh 
1.1.5.1 Dst.;	 .. 

1.2 Bagi Hasil Pajak : 
1.2.1 Bagi Hasil Pajak kabupaten 
1.2.2 Bagi Hasil PBB 

Dst. __	 .1.2.3 

1.3 II Bagi Hasil retribusi 
Dst1.3.1	 .. 

1.4	 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah 

1.4.1 ADD 
1.4.2 Dst , , , _.. _. _" .. 

1.5 Bantmm Keuangan Pernerinteh Provinsi, 
Kaboparen, dan Desa lainnya . 

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah : 
U IDsL ..11.5. 
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I 

2 

1.5.2 
1.5.2.1 

1.53 
1.5.3.1 

1.53.2 

1.5.4 
1.5.4.1 

11.6.1 
1.6.2 
1.63 
1.6.4 
1.6.5 

11.7.1
 
1.7.2 

2.Ll 
1"",

L..t.I.1 

2.1.1.2 

2.1.2 
2.1.2.1 
2.L2.2 
2.1.2.3 

2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 

2.2.1 
2.2.Ll 

2.2.2 
2.2.2.1 

2.2.3 
2.2.3.1 

2.2.4 
2.2.4.1 
2.2.4.2 

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 
Dst. . 

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten: 
Dana tambahan penghasilan temp Kepala 
Desa dan Perangkat Desa 
Dsl . 

I ~::'luaI1~ellallgaIl ~.es~ l~i~r.~ . 
I 

1.6 Hibah 
Hibah dari pemerintah 
Hibah dari pem~rint~Lh provinsi 
Hibah dari pemerintah kabupaten 
Hibah dari badanllembaga/organisasi 
swasta 
Hibah dari kelompok 
masyarakat/perorangan 
Dst . 

1.7 
Sumbangan Pihak Ketiga 
Sumbangan dari . 
Dst . 

nJMLAHPENDAPATAN 

BELA.NJA 
2.1 Belanja Langsung
 

Belanja Pegawai/Honorarium:
 
Honor titMpiliutiu
 
Dst .
 

Belanja Barang/Jasa
 
Belanja perjalanan dinas
 
Belanja bah:m/rnaterial
 
Dst .
 

Belanja modal:
 
Belanja Modal Tanah
 
Belanja Modal Jaringan
 
n .... 
....... a •••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••...
 

2.2 Belanja Tidak Langsung 
Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap 
Dst. . 

Belanja Subsidi
 
Dst. .
 

Belanja Hibah
 
Dst. .
 

Belanja Bantuan SoeiaL:
 
Bangun Masjid, Gereja., Pura
 
Dst .
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2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 
2.2.5.1 DsL . 

2.2.6 Belanja tak terduga 
2.2.6.1 Keadaan darurat 
2.2.6.2 Bencana alarn 
2.2.63 Dst . 

JUMLAH BELANJA 

PEMBIAYAAN 

3.I Penerimaan Pembiayaan 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 
tahun sebelumnya 

3.1.2 Hasil Pcnjualan kekayaan Dcsa yang 
dipisahkan 

3.1.3 Penerimaen Pinjaman 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 

3.2.1	 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2	 Penyertaan Modal Desa 
3.23	 Pembayaran Utang 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

..........................• tanggal. . 
KEPALADESA 

(Nama Lengkap) 

Catatan : 
*	 Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti: Tanah Titi Sara, Suguh, Dayoh, 

Bengkok, Bondo Dese, kokoen, Panggonan, Tanah Pembelian Desa dsb. 
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BERITAACARARAPAT
 

............ Pada bari ini tanggal bulan tahun . 

bertempal di telab mengadakan Rapat Badan 

Pennusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan _ Kabupaten 

Lampung Selatan dan dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir 

........................................... Pokok-pokok masalab yang dihahas adalah : 

I. . . 

2. . . 

3. . . 

4. . . 

Dalam rapat BPD ini dihadiri Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, 

Kaur Umum, Anggota BPD. Tokoh Masyarakat dan dihadiri oleb Carnal . 

Hasil rapat BPD Desa yang akan dituangkan dalam 

APBD adalah basil mufukatlmusyawarah dan tidak memberatkan masyarakar . 

___ dengan permufakatan/persetujuan bulat, ditetapkan Keputusan rapat: 

I. . . 

2 . 

3. . . 

4. . . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

~- KETUA SEKRETARIS 

( ) ( ........................•..... )
 

14
 



DAFTARHADIRRAPATBAnANPERMUSYAWARATANDESA(BPD)
 

DESA KECAMATAN ••••..••••••••••••••••••••••••
 

TANGGAL ~.~.\.\~.;~ .
 

NO. NAMA JABATAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

I 

, 
J. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I I 
I 

----1 
10. 

11. 

12. I I 

13. 

15. 

BAnAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KETUA SEKRETARlS 

( ) ( ) 

=-=-=-=-==--~. 
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